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I}MMSAI{ ?SRSETUJUAN

DEWAN PERWAIflI]\N R{I(YAT DAERAH
ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG
SUSLINAN ORGANISASI DAN TATA KEzuA DINAS
PERINDUSTRTAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
}L{BUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom
untuk rnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kervenangan acalah hak dan keuaiiban unfuk menentukan
atau mengambil kebija-ksanaan
penyel engg ar aan pem eri ntahan.

d. Daerah otonom, selanjutnya disebut

dalam rangka

daerah, adalah
kesatuan masyarakat huku^.n yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan
Republik Indonesia.

e. Perangkat Daeralr adalah organisasi/lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

f. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
g. Pernerintah Kabupaten adalah pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Singkil.
h. sekretaris Daerah y'ang selanjutnya disebut SEKDA adalah

Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil.
Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas

Pe..dega::_ean Kabupaten Aceh Singkil.
a&.lab unsur pelaksana pemerintah

I<aburylem 3mg melalisanalen umstrn-urusan
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Dnas Penndugim dan Perdagangan Kabupaten Aceh

Sin,eliil.
Unit PelaLrana Teknis Dinas (tlPTD) adalah unsur

pelaksana operasional di lapangan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
Esel oneri n g adalah tingkatan j abatan struktural -

BAB tr
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Aceh Singkil.

BAB III
KEDUDUICAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya

disingkat dengan DISPERINDAG adalah instansi sebagai

unsur pelaksana daerah yang berkedudukan di ibukota

kabupaten.
2. DISPERINDAG dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan

Cibantu oleh seorang Wakil Kepala yang berada dan

bertanggung jarvab kepada Bupati Kepala daerah.

Pasal4

DISPERINDAG mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang

diberikan oleh pemerintah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Dinas
perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis di bidang
perindustrian dan perdagangan kabupaten.

b. Pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan ufllulll
c. Pernbinaan terhadap Unit Pelaksana Tekniss Dinas dan

Cabang Dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten.
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan preraturan perundang-undangan yang berlaku.



d.

e.

f.
g.

h.

hrl 5

Untuk melaksapakzn @si s*agaimana dimaksud dalam

pasal 5, Dinas Psidusrian dan Perdagangan mempunyai
keu'enangan sebagai berikut: F

a* Penyelenggaraan firngsi dan jasa di bidang industri dan

perdagangan.
b. Mendorong Penyelenggaraan kemitraan industri kecil,

menengah dan besar dan sektor ekonomi lainnya.
Penyelengg ataan perlindungan konsumen.
Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang

berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum,
kesehatan, lingkungan dan moral.
Penyelen ggaraan di stri busi bahan-bahan pokok
Pernberian ijin industri dan ijin kawasan industri
Pemberian perijinan di bidang industri dan perdagangan

termasuk ijin kawasan industri.
Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk
pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin.

Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam
pengembangan usaha.

Pengendalian pencemaran limbah industri
Pengalvasan dan pengendalian industri dan produk tertentu
yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum,
keselamatan lingkungan dan moral.
Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok
Penetapan tera ulang alat UTTP ( Ukuran, Takaran,

Timbangan dan Perlengkapan)
n. Pemberian ijin gudang.

o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asat) barang.

p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen,
kelembagaan, kemitraan dan perniaga:m, pemasaran unfuk
tumbuh dan berkembangnya Koperasi Pengusaha Kecil
dan Menengah (PKM).

q. Penetapan kebrjakan untuk mendukung pembangunan

industri dan perdagangan daerah.

r. Penyelenggaraan dan pengalvasan standard pelayanan

rninimal dalam bidang industri dan perdagangan yang

wajib dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Singkil .

s. Penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah

t. Perijinan di bidang industri dan perdagangan di daerah

u. Penyelenggaraan eksport dan import hasil produksi industri
dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.
v. Penyelenggataan kualifikasi usaha jasa industri dan

perdagangan.
lenggaraan sistim industri dan perdagangan
lenggaruan promosi industri dan perdagangan

dan Pengawasan Kerja Sama Industri dan

rdagangan.
Penyelenggaraan
atas nama Daerah.
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fvfasingmasing.SrS fIEs &hh pembantu Kepala Dnas di
bidangnla masing-masing difimpin oleh seorang Kepala Sub
Dinas y'ang berada dm befranggulg jarvab kepada Kepala
Dnas.

Pasal 1l

Masing-masing Sub bagran adalah unsur pembantu Kepala
bagian di bidangnya masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala Sub bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada
Kepala bagian.

Pasal 12

Masing-masing Seksi adalah unsur pembantu Kepala Sub
Dinas di bidangya masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Dinas.

Pasal 13

Uraian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan
Seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan
Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan

l.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungiional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada
ayat (l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk
Jumlah tenaga fungsional sebagimana tersebut pada ayat
(l) ditentukan berdasrakan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan
peratyran perundan g-undangan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturdn perundang-undangan yang berlaku.
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3.

4.
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